BAB I
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis dalam penulisan hukum ini,
penulis menyimpulkan bahwa kearifan lokal tato yang dimiliki oleh
masyarakat suku Dayak Iban masih eksis atau masih ada setelah berlakunya
bahwa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-
048/a/j.al12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik
Indonesia. Meskipun masih ada, kearifan lokal tato masyarakat suku Dayak
Iban ini keberadaanya sudah sangat berkurang, sehingga diperlukan peran dari
pemerintah untuk turut serta mendukung kearifan lokal tato dari masyarakat
suku Dayak Iban ini agar tetap terjaga eksistensinya dikalangan masyarakat
suku Dayak Iban.

B. Saran

Bagi pihak Kejaksaan Republik Indonesia, Pihak Kejaksaan harus
mereview kembali aturan terkait lingkungan pekerjaan di kejaksaan, yaitu
dalam persyaratan khusus bagi calon pelamar PNS Kejaksaan Republik
Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 7 angka 1, angka 2, dan angka 3 Huruf c,
serta angka 4 Huruf b, karena pada prakteknya menimbulkan ketidakadilan
terhadap kearifan lokal tato masyarakat suku Dayak Iban dan tidak sesuai

dengan UUD 1945, dan lebih memperhatikan kearifan lokal yang hidup di
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dalam kelompok-kelompok masyarakat di seluruh Indonesia dalam membuat
aturan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Bagi masyarakat suku Dayak Iban, seharusnya masyarakat suku
Dayak Iban tetap mempertahankan kearifan lokal tato yang mereka miliki dan
lebih peka terhadap hak-hak yang mereka, termasuk hak untuk melestarikan
kearifan lokal tato sebagai salah satu identitas budayanya. Salah satu upaya
yang dapat dilakukan masyarakat suku Dayak Iban dengan bantuan akademisi
khususnya dalam menjaga eksistensi kearifan lokal tato ini adalah dengan
mengajukan judicial review atau pengujian terhadap peraturan perundang-
undangan yang dirasa merugikan bagi keberlangsungan kearifan lokal atau
identitas budaya yang mereka miliki, seperti pengaturan tentang pelarangan
tato bagi pelamar CPNS Kejaksaan yang terdapat didalam bahwa Peraturan
Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-048/a/j.a/12/2011 tentang

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia.
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LAMPIRAN

Gambar 1.1 Tato Buah Tengkawang, Gambar 1.2 Tato Gajah.
Kepiting, Buah Andu dan Bunga Terung.

Gambar 1.3 Tato Buah

Tengkawang. Gambar 1.4 Tato Bunga Terung.

Gambar 1.5 Tato Ketam.
Gambar 1.6 Tato Buah

Tengkawang.





